TEANCACITA

LEMBARAN DALERAII
PROPINSI DAERAII ISTIMEWA ACEII

Nomor: 13 TAHUN 1991 SeriD Nnmor 12

PERATURAN DAERAI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEIL
NOMOR : 2 TAHUN 1990

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT, KEBIASAAN- -
- KEBIASAAN MASYARAKAT BESERTA LEMBAGA ADAT DI
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEI
DENGAN RAIIMAT TUITAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA'DAERAH ISTIMEWA ACEII

Menimbang : a. bahwa adat.stiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tum- i

buh dan berkembang sepanjang sejarah sclama berabad-abad telah
meniberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsun-
gan kehidupan masyarakat, perjuangan Kemerdekaan dan Pemban-
gunan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

b. bahwa adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang
merupakan seperangkat nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang
seirama dengan pertumbuhan masyarakat Gampong/Desa, telah
dikenal, dihayati dan diamalkan olch warga masyarakat Gam-
pong/Desa schingga telah melembaga sebagai suatu lembaga adat.

¢. bahwa tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan lembaga
adat adalah untuk meningkatkan peranan, fungsi dan melestarikan
lembaga adat yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan
ketatanegaraan dan tuntutan Pembangunan Nasional yang selaras
dengan nilai-nilai Pancamla "
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d. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan dalam suatu
Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
: Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Propinsi Aceh;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan; '

5. Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1I/Missi/1959
tanggal 26 Mei 1959 tentang Penyebutan Daerah Swatantra Tingkat I
Aceh sebagai Daerah Istimewa Aceh dalam lapang Keagamaan,
Peradatan dan Pendidikan; Ko)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang
- Bentuk Peraturan Daerah; '

7. Peraturan Menteri Dalam-Negeri Nomor 1 Tahun 1931 tentang
Susunan Organisasi dan“tata Kerja Pemermtahan Desa dan
Perangkat Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang
Pembinaan . dan~ Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat
Desa/Kelurahan;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tanggal 10
Mar¢t-1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Kelurahan,

10, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1989 tanggal 30 Mei
1989 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat di
Wilayah Desa/Kelurahan. :

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Aceh, ‘

. MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTI-
ADAT, KEBIASAAN-KEBIASAAN MASYARAKAT BESERTA
LEMBAGA ADAT DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat I dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Gampong/Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk
scbagaikesatuan masyarakat hukum termasuk didalamnya kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai organisasi Pemerintah terendah, langsung di bawah Camat
dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri,dalam Ikatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Kelurahan adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mem-
punyaiorganisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Adat Istiadat adalah seperangkat nilai-nilai, kaedah-kaedah dan kepercayaan sosial
yang tumbuh sejak semula bersama dengan pcrtumbuhan masyarakat Desa yang
bersangkutan, telah dikenal, dihayati dan diamalkan oleh masyarakat Desa yang
bersangkutan secara berulang-ulangdan terus menerus sepanjang masa.

Kebiasaan-kebiasaan adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang pada dasarnya bukan
bersumber dari hukum adat @tau adat istiadat, akan tetapi hal tersebut telah diakui
oleh umum dan telah dilaksanakan secara berulang-ulang dan terus menerus. -

Lembaga adat adalah\suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh suatu
masyarakat hukum adat tertentu yang mempunyai Wilayah tertenty dan harta
kekayaan lainnya'serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta
menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat.

Hukum Adat adalah hukum adat Aceh dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam
masyarakat Aceh.

Tuha Peut adalah suatu badan yang berfungsi memberi naschat dan pertimbangan
kepada Keuchik/Kepala Desa dan Kepala Kelurahan dalam bidang hukum dddl adat |
istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

Imeum Meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakdt yang
berkaitan dengan bidang Agama Islam,

Kjruen Blang adalah orang yang membantu Keuchik/Kepala Desa dan Kepala :
Kelurahan di bidang pengaturan dan penggunaan irigasi untuk persawahan.
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m. Panglima Laot adalah orang yang memimpin Adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang
berlaku di bidang penangkapan ikan di lautan, termasuk dalam hal ini mengatur .
tempat/areal penangkapan ikan, penambatan perahu dan menyelesaikan sengketa
bagi hasil.

n. Petua Seunebok adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan-ketentuan
tentang pembukaan lahan untuk persawahan/perkebunan.

o. Haria Peukan adalah orang yang mengatur ketertiban, keamanan dan keber51han
pasar serla mengutip retribusi pasar.

p. Syahbanda adalah orang yang memimpin dan mengatur tambatan perahu, lalu lintas
keluar dan masuk perahu di bidang angkutan laut dan sungai.

BAB I
LEMBAGA ADAT

Pasal 2

(1) Lembaga Adat yang hidup dan berkembang'dalam masyarakat di Propinsi DAerah
Istimewa Aceh, adalah sebagai berikut :

Tuha Peut

Imeum Meunasah

Kjruen Blang

Panglima Laot

Petue Seuncbok

Haria Peukan

g.. Syahbanda,

dan/atan lembaga-lembaga adat yang dlsebut dengan nama lain, tetapi mempunyai

- fungsi dan tujuanyang sama dengan lembaga-lembaga adat.

e R0 op

2) BupatxfWahkotamadya Kepala Daerah dapat menetapkan lembaga-lembaga adat lain
sesuai dengan situasi dan kondisi sosial budaya serta adat istiadat dan kebiasaan-
kebiasaan masyarakat yang berlaku di Daerah setempat, sepanjang tidak bertentangan
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

, BAB Il
ASAS, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS LEMBAGA ADAT

-~ Pasal 3
Lembaga Adat berazaskan Pancasila.
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Pasal 4

Lembaga Adat berkedudukan sebagai unsur pembantu Keuchik/Kepala Desa dan Kepéla
Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari sepanjang yang menyangkut dengan
Hukum Adat, Adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat,

Pasal 5

Imeum Mukim berkedudukan sebagai koordinator Keuchik/Kepala Desa dan Kepala
Kelurahan dan Lembaga Adat sepanjang yang menyangkut Hukum Adat, Adat-Istiadat
dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

Pasal 6
(1} Lembaga Adat mempunyai fungsi ;

a. Membantu Pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pemerintahan, pelak-
sanaan pembangunan di segala bidang kemasyarakat dan budaya.

b. Melestarikan Hukum Adat, Adat Istiadat dan Kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

Memberi kedudukan hukum menurut hukimr adat terhadap hal-hal yang
menyangkut dengan keperdataan adat, juga @alam hal adanya persengketaan yang
menyangkut masalah adat.

d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai Adat di Aceh dalam
' rangka memperkaya, melestarikan‘dan mengembangkan kebudayaan Nasional
pada umumnya dan kebiudayaan A'ceh pada khususnya.

(2) Fungsi-fungsi tersebut ayat (1) pasal ini dilakukan berdasarkan musyawarah dan
mufakat berlandaskan : :
— Adat Bak Po Teumeurcuhom, Hukom Bak Syiah Kuala
— Kanun Bak Putro Phang, Resam Bak Laksamana
— Hukom Ngon Adat Lagee Zat Ngon Sifeut.

Pasal 7

Lembaga Adat bertugas memelihara dan menegakkan Hukum Adat, Adat Istiadat dan
Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat yang menunjang kelangsungan pembangunan, menye-
lenggarakan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan serta ketahanan MNasional dan
lidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam/Pancasila, kepcntmgan umum dan keten-
tuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
Segala kegiatan Lembaga Adat yang berhubungan dengan mﬁsyawarah untuk mufakat
danb keputusan di bidang Hukum Adat, Adat Istiadat dan Kebiasaan-kebiasaan

Masyarakat dilakukan dan diputuskan di Meunasah, atau yang discbut dengan nama lain -
tetapi mempunyai fungsi dan tujuan yang sama.

95



